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BABI1

PENDAHULUAN

A. Konteks Awal

Demi terciptanya suatu komunitas yang adil, sejahtera, dan merata dalam
hal kekayaan materi serta kehidupan rohani, Pemerintah Indonesia telah
mengembangkan Hukum yang tercermin dalam pengantar dari Undang-Undang
Dasar 1945 dapat disusun ulang dengan kata-kata yang berbeda sebagai "dokumen
hukum yang menjadi landasan negara Indonesia sejak tahun 1945".

Dengan semangat yang —) Konstitusi [l
I mengedepankan martabat kemanusiaan, setiap penduduk negara memiliki
hak untuk memperoleh peluang dalam dunia kerja dan kehidupan yang layak.
pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk menciptakan serta
memperluas lapangan kerja guna mengurangi angka pengangguran,
mengakomodasi tenaga kerja baru, dan merangsang pertumbuhan
)  berupaya memperkukuh
perekonomian negara dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan
masyarakat.

Demi mewujudkan semangat dari Pasal 27 ayat 2 Konstitusi 1945,
pemerintah telah menetapkan UU — yang
diidentifikasi dengan _ pada 31 Maret 2023. Undang-Undang
ini merupakan perbaikan dari regulasi sebelumnya, yaitu Keputusan h
I (Pcrppu) [ dcncan NN

B rcngenai [ yang awalnya diterbitkan Bertujuan untuk




memberikan kemudahan serta perlindungan yang Secara spesifik untuk sektor
Usaha Mikro dan Kecil (UMKM). dan mengatur segala hal yang berkaitan dengan
Pasal-pasal yang menyangkut Perseroan Perseorangan atau UMKM.

Pusat pemerintahan telah mengambil langkah-langkah beragam untuk
menciptakan dan memperluas peluang pekerjaan, dengan tujuan menurunkan
tingkat pengangguran, menyambut angkatan kerja _
pertumbuhan [N cuna memperkuat
perekonomian nasional. Hal ini diharapkan —
I Walaupun angka [NEEEE cnuron. N
I oo . ccrutama mengingat dampak
pandemi COVID-19. Sekitar h sekitar [l dari [

. engalami dampak, termasuk [N yang menganggur, 0,55 juta

orang yang tidak termasuk dalam angkatan kerja, 0,58 juta orang yang tidak
bekerja, dan 944 juta orang lainnya yang mengalami pengurangan jam kerja.

Selain itu, pemerintah telah menyetujui suatu peraturan yang menjadi
pelaksanaan — ditetapkan h
_, mengatur mengenai Modal _
- prosedur - untuk pembentukan, _ dan _
perusahaan [ syarat [ vsaha . Pecraturan l
N yang berasal dari h
BN menggantikan Perppu (NN o.» NN
sebagai [N (:iiang Cipta Kerja khususnya

mengenai perusahaan perseorangan dengan tanggung jawab terbatas.




Dengan pengesahan Peraturan Pemerintah yang ditetapkan pada tahun
2021 dengan Nomor 8, pemerintah semakin menunjukkan komitmen yang kuat
untuk memberikan kesempatan seoptimal mungkin Agar Usaha mikro dan kecil
memiliki potensi untuk memajukan pertumbuhan bisnis mereka serta memberikan
perlindungan hukum bagi badan hukum perseorangan.

Badan usaha seperti Perseroan Terbatas atau Perseroan Perorangan Saat
ini, telah menjadi elemen vital dalam kehidupan masyarakat. Konsep badan usaha
ini, baik dalam bentuk Perseroan Terbatas maupun Perseroan Perorangan,
Menjadi elemen penting dalam kegiatan ekonomi yang sangat penting. Saat ini,
aktivitas bisnis dalam masyarakat tidak dapat terpisahkan dari kehadiran
Perusahaan Terbatas, yang hadir dalam berbagai skala mulai dari mikro hingga
korporasi besar. Hal ini disebabkan karena Badan hukum Perusahaan Terbatas
menjanjikan kewajiban terbatas, yang menjadi syarat penting dalam mendirikan
Perusahaan Perorangan, di mana Perusahaan Terbatas dianggap sebagai lembaga
Hukum yangh standar |

Sebagai pengganti aturan sebelumnya, Pasal 1 ayat ke-9 dari Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 menjelaskan definisi Badan Usaha sebagai
entitas yang memiliki status badan hukum atau tidak, berdiri di wilayah Republik
Indonesia, dan melakukan aktivitas atau usaha dalam bidang tertentu. Dengan
definisi tersebut, pemerintah bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada
sektor UMKM Seperti yang diuraikan —

I 2 B 2022 mengenai Konsep Cipta Kerja, termasuk upaya

melindungi —




meningkatkan sistem investasi dan proses perizinan usaha, serta menggalakkan
—-pmyck |

Pihak berwenang [JJJlj mengurusi urusan negara tidak hanya menerapkan
Peraturan Nomor 8 Tahun 2021, tetapi juga merumuskan aturan yang secara
khusus memberikan dasar hukum terkait persyaratan pendirian dan proses

pembubaran dalam Perseroan Terbatas dan Perseroan Perorangan. Sebagai

contoh, Pemerintah mengeluarkan —

I dengan MMM yang memaparkan
persyaratan [JJJj langkah-langkah [ BBl untuk mendirikan, mengubah, [

membubarkan [} Dalam aturan ini, dijelaskan secara rinci

tentang persyaratan pendaftaran Perseroan Perorangan, prosedur modifikasi
terkait pendirian perusahaan perseorangan, tata cara pelaporan keuangan
Perseroan Perorangan, serta sanksi-sanksi termasuk langkah pembubaran bagi
Perseroan Perorangan tersebut.

Terkait Paparan tersebut di atas, peneliti menilai peraturan yang
pemerintah sahkan tersebut tidak serta merta tanpa adanya suatu permasalahan,
Namun ada beberapa permasalahan tentang Pendirian, pembubaran, dan
konsekuensi hukum nya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
— menyangkut | «2hapan
B ocombentukan, . scrta [ yang berlaku bagi
I scsuqi dengan kriteria (. Scmentara itu,

— juga

berperan [ regulasi terkait proses-proses yang sama.




Dalam prakteknya, masalah terkait pendirian Perseroan Perorangan

merupakan hal yang dibahas dalam h dari [
N mengharuskan Perseroan Perorangan

untuk melakukan registrasi —

_), seperti yang diuraikan - Pasal 19 ayat (1) Perseroan

Perorangan ada kewajiban menyampaikan Laporan Keuangan. yang menjadi
fokus penyusunan pembahasan atas permasalahan tentang Pertanggung jawaban
pendiri dan status Perseroan Perorangan yang tidak melaporkan keuangan secara
elektronik dan akan berdampak diberikan nya sanksi-sanksi administratif dan
konsekuensi hukum terkait pembubaran perseroan perorangan yang berakibat
Menteri memutuskan untuk mencabut akses Perseroan terhadap layanan Dari
Sistem Administrasi Badan Hukum atau proses pembatalan status hukum bagi
Perseroan Perorangan.

Konsekuensi hukum saat sanksi administratif diberlakukan tidak langsung
mengakibatkan Menteri menghapus status badan hukum Perseroan Perorangan.

Pasal 20 —

[ ] yang berkaitan dengan registrasi, modifikasi, dan pembubaran
Perseroan Perorangan mengindikasikan bahwa —
mengajukan ||| | N dihadapkan pada  berbagai [
administratif seperti peringatan [JJJll. penangeuhan |
akhirnya [ I :ctclah itu. Rentang sanksi yang

diberlakukan kepada Perseroan Perorangan menimbulkan risiko dalam melakukan

tindakan hukum atau kejahatan, karena model Perseroan Perorangan yang diatur




Pemegang tunggal saham yang memiliki kendali penuh terhadap sebuah
perusahaan dapat memperbesar risiko penyalahgunaan terhadap pihak ketiga
dengan memantaatkan keterbatasan tanggung jawab yang dimiliki.

Peraturan yang berlaku memungkinkan hanya individu atau orang
perseorangan yang dapat mendirikan PT Perorangan. PT Perorangan tidak dapat
didirikan oleh entitas badan hukum. Ini dikarenakan PT Perorangan ditujukan
khusus untuk Ini sejalan dengan penentuan kategori UMKM yang ditetapkan
dalam hukum bernomor 20 tahun 2008. tentang UMKM yang menjelaskan bahwa
UMKM bukanlah bagian dari kategori perusahaan menengah dan besar.

Sebagai aturan pelaksana Dalam upaya memberikan keringanan dan

perlindungan khususnya bagi —

Pada — diterbitican |
B yang mengatur mengenai [N proscdur
. odifikasi, [ pcrusahaan [ syarat
sebagai [N

Peraturan pemerintah tersebut memberikan rincian terperinci, terutama

terkait regulasi yang signifikan terkait Perseroan Perorangan. Pasal 2, yang

mengatur ketentuan umum, secara khusus merujuk pada Perusahaan h
I ccrbagi  menjadi h
perusahaan [N minimal [
Perorangan [ terdiri dari [l individu.

Dalam — 8 M. tcrdapat penjelasan

yang _ Perseroan Perorangan - meliputi aspek Modal Dasar,




rincian teknis terkait Modal Dasar yang harus disetor, prosedur untuk
mengirimkan Bukti Penyetoran yang sah, kewajiban dalam menyampaikan
Penyataan Pendirian, batasan usia bagi pihak yang mendirikan Perseroan, proses
perolehan status sebagai Badan Hukum, serta pengumuman terkait status Badan
Hukum. Hal ini diuraikan dalam Pasal pertama dengan ayat kedua dalam regulasi
Pemerintah yang menjelaskan syarat pendirian Perseroan Perorangan sebagai
format penyataan pendirian yang diisi secara elektronik oleh satu individu.

Selain kewajiban Perseroan Perorangan dalam Laporan Keuangan Secara

Elektronik, Pendiri dari Perseroan Perorangan juga memiliki Konsekuensi Hukum

Seperti yang tertuang di Dalam—

_, terdapat beberapa peraturan - signifikan -

mengatur pendirian [}l Perorangan, tambahan dari kewajiban terkait
laporan keuangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. ditekankan pentingnya
laporan keuangan tersebut, seperti dijelaskan dalam Pasal 20 mengenai sanksi —
sanksi atau konsekuensi hukum yang diterapkan apabila pendiri PT Perorangan
tidak  menyampaikan hal tersebut, lalu yang berkaitan dengan
pertanggungjawaban pendiri PT Perorangan dalam Menjalankan Prosedural nya,
penulis mengambil contoh kasus yang didapatkan melalui penelitian yaitu, dari
PT Farrasindo Sugih Artha ber kegiatan di Bidang Konveksi,
Pertanggungjawaban perusahaan tersebut, khususnya untuk laporan keuangan, PT
Perorangan ini sudah mempunyai konsultan sendiri dan sudah melaporkan kepada
Dinas Terkait, dan dilaporkan juga pada Aplikasi SINAS, dan kewajiban Dua (2)

kali laporan keuangan per tahun atau per 6 bulan sekali.




Dalam menyusun tesis ini, penulis tak terelakkan dari berbagai literatur
dan pedoman kepustakaan yang beredar, baik itu literasi lama dan baru,
khususnya sebagai perbandingan dalam menyusun tesis ini penulis banyak
mencari referensi terkait judul yang di tuangkan dalam karya ini, seperti tesis —

tesis serupa, contoh seperti tesis karya Tulisan berjudul "Transformasi Paradigma

Perseroan Perorangan Setelah Implementasi UU Cipta Kerja" oleh h

. dan -

I dikenal Sebagai  Asosiasi Modal, dan Jurnal Karya Bernanti

Aryajayaputri, Mohamad Fajri Mekka Putra dengan Judul Jurnal karya Diyan

Isnaeni mengulas perihal "h Pembentukan [ NN
_" serta karya lain yang mengulas "Keterlibatan —

I sctelah Pengesahan Peraturan [

I tclah diterbitkan oleh para akademisi sebelumnya. Akan tetapi,
perbedaan utama dengan karya yang saya susun adalah penekanan pada Tanggung

Jawab Pemegang Saham PT Perorangan dalam Pembentukan dan pengakhiran

entitas perusahaan, h regulasi [ terdapat [
I yang S —

I yang disahkan dalam [

Dari paparan dan studi kasus yang telah diuraikan, saya tertarik untuk
menyelidiki masalah ini lebih lanjut. Oleh karena itu, saya memilih judul:
"Tanggung Jawab Pemegang Saham PT Perorangan dalam Pendirian dan

Pembubaran Perseroan _

yang menyangkut [N dan Tata Cara [N,




Modifikasi, [N Sesuai dengan NN
UMKM, serta _
I g menguraikan Ketentuan ] Langkah-langkah
I ——

. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab pendiri dan status PT Perorangan yang tidak

memenuhi kewajiban pelaporan Apakah persyaratan pengajuan h

YTy SN —
I <.k ndonesia N
——

2. Apa implikasi hukum terkait pembubaran Perseroan Perorangan berdasarkan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Peraturan_ Undang-
Undang | ——
I

. Tujuan Penelitian

Tiap-tiap aktivitas yang dilaksanakan tentu mempunyai tujuan yang ingin
diwujudkan, dan mengenai tujuan yang ingin diwujudkan dalam penulisan tesis
ialah untuk :
1. Menganalisis status pendirian PT Perorangan yang tidak melakukan
pelaporan keuangan secara elektronik sesuai dengan ketentuan Di h
N (rr) | —
I (Permenkumbam) [




2. Menelaah konsekuensi hukum terkait pembubaran perseroan sesuai dengan

Undang-Undang 8 dan [
Kehakiman |

D. Kegunaan Penelitian
Setiap penulisan yang dilakukan diharapkan memiliki kegunaan
penelitian, dan Adapun kegunaan dalam sebuah penelitian terdiri dari dua
kegunaan:
1. Manfaat dalam Pengembangan Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat berperan dalam meningkatkan
pemahaman terkait konsep, khususnya dalam keilmuan magister kenotariatan,
dan dengan maksud mengkaji lebih mendalam atas permasalahan dari peraturan
perundang-undangan yang mencakup tentang Perseroan Perorangan beserta
peraturan Perseroan Terbatas, peraturan-peraturan pemerintah.
2. Manfaat Praktis
a. Penelitian ini diharapkan berdampak positif pada para pengusaha atau aktor
bisnis terutama dalam skala UMKM, untuk lebih mengetahui Prosedural
Pendirian Usaha secara Legal untuk menjadi Badan Hukum yang benar-benar
terdaftar di sistem perundang-undangan terkait serta solusi atas marak nya
pendirian-pendirian usaha yang selama ini tanpa izin karena terkendala seperti
kurangnya informasi, biaya h
b. I cmberikan informasi yang bermanfaat dan efek

positif yang luas bagi masyarakat secara keseluruhan., agar dapat mengetahui
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seputar PT Perorangan, dan Mengetahui segala manfaat dan konsekuensi
hukum terkait PT Perorangan tersebut.
. Kerangka Pemikiran

Pembangunan Nasional dilakukan secara berkelanjutan dan berlaku ke seluruh
negeri serta tidak diperuntukan bagi kalangan tertentu saja, akan tetapi untuk
keseluruhan warga/masyarakat Indonesia, serta menjadi keharusan untuk dapat
dirasakan oleh semua rakyat Indonesia, sebagai peningkatan tingkat hidup
dengan keadilan sosial, yang merupakan tujuan dari aspirasi kemerdekaan
Indonesia.

Salah satu pilar pembangunan negara adalah pembangunan bidang hukum.
Fungsi dan peranan hukum di dalam suatu pembangunan ialah guna menjamin
terjadinya perubahan secara tertib. Hukum pada dasarnya dimaksudkan untuk
menjamin tegaknya keadilan, ketertiban, dan kepastian. Keadilan merupakan
sesuatu yang sulit untuk diberikan suatu definisi atau artian, akan tetapi dapat
dirasakan. Keadilan sendiri merupakan bagian yang sudah harus terdapat dan
tidak dapat dipisahkan dari hukum, seperangkat prinsip serta aturan guna
menjamin kepastian dan ketertiban dalam masyarakat.

Kajian penelitian ini berkaitan erat dengan Teori- teori tentang :
Teori tentang entitas hukum
Dalam dunia hukum dan literatur yang berkaitan, istilah "badan hukum" telah
menjadi istilah yang umum digunakan dan bahkan merupakan istilah resmi
dalam hukum Indonesia. Istilah ini merupakan terjemahan dari istilah Belanda

"rechtpersoon". Namun, dalam lingkaran ahli hukum, beberapa telah




menyarankan atau mengadopsi Istilah yang berbeda h

I adalah seperti "N yang diusulkan [N
I menurut [, atu

seperti yang diusulkan oleh Soerjono Soekanto, Purwadi Purbacaraka, dan

lainnya.

Pada sisi teoretis, baik Sistem hukum common law serta continental

memiliki beberapa prinsip doktriner yang menjadi fondasi teoretis bagi eksistensi

badan hukum. Beberapa konsep yang mencolok berkaitan dengan personalitas

badan hukum (legal personality), termasuk tiga teori utama yang dijelaskan oleh

Ali Rido, yakni:

I.

Berdasarkan teori fictie dari Von Savigny, entitas hukum merupakan suatu
konsepsi abstrak, suatu entitas yang tidak ada secara nyata, tetapi diciptakan
dalam pemikiran manusia sebagai entitas hukum ("subjectief recht, recht

subject en rechtperson").

. Teori harta kekayaan dari Brinz mengindikasikan bahwa subjek hukum hanya

bisa merupakan manusia. Namun, hal ini tidak menghapus hak atas kekayaan,
meskipun tidak ada individu secara langsung yang menjadi pemilik hak-hak

tersebut.

- Menurut — dianggap sebagai

entitas konkret yang memiliki karakteristik serupa dengan identitas pribadi
manusia dalam ranah hukum. Konsep Entitas hukum di sini tidak sekadar
bersifat abstrak, melainkan memiliki kehendak dan inisiatif tersendiri yang

terbentuk melalui struktur organisasinya (seperti pengurus, anggota, dan
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sebagainya). Salah satu pendukung Teori ini diajukan oleh Mr.

L.CPolano, yang membahasnya Dalam tesisnya yang berjudul

"rechthspersoonlijkheid van vereeigingen" yang disusun pada tahun 1910

di Leiden.

Kajian Penelitian ini mengandung subjek hukum dan teori pertanggungjawaban ;
Subjek Hukum

Subjek hukum merupakan entitas yang memiliki kemampuan hukum
untuk memegang hak. dan tanggung jawab. Dalam istilah ilmu hukum, mereka
juga disebut sebagai "individu" atau "penegak hak dan kewajiban". Subyek
hukum memiliki hak untuk bertindak sesuai dengan ketentuan atau persetujuan
yang diizinkan oleh hukum. Dalam pembahasan mengenai pentingnya topik
hukum, tak terelakkan untuk tidak mengacu pada pandangan para ahli sebagai
berikut.

Utrecht memberikan definisi subjek hukum sebagai individu atau entitas
yang, menurut hukum, memiliki hak untuk menjadi pembela hak. Sudikno
Mertokusumo, pada sisi lainnya, menjelaskan bahwa subjek hukum adalah setiap
entitas yang mampu mendapatkan hak dan kewajiban dari sistem hukum.
Sementara itu, menurut pandangan Subekti, subjek hukum adalah individu yang
menjadi pemegang hak atau entitas yang memiliki kedudukan subjek dalam
hukum, yakni manusia.

Purbacaraka dan Soekanto Subjek hukum adalah konsep terkait dalam sistem

hukum yang memiliki karakteristik khusus:
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1. Keberadaannya mandiri memungkinkannya bertindak dengan kekuasaan
penuh.
2. Terlindungi, kadang dianggap tidak dapat bertindak secara penuh.
3. Berfungsi sebagai perantara yang kekuasaan tindakannya terbatas oleh
kepentingan pihak yang diwakilinya.
Para ahli hukum saat berdiskusi tentang isu-isu hukum selalu menyoroti konsep
hak dan kewajiban. Sebagai contoh, Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief
Sidharta menyatakan bahwa subjek hukum adalah individu atau entitas yang
memiliki peran sebagai pemilik atau penanggung jawab atas hak dan kewajiban.
Namun, pandangan E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang sedikit berbeda dari
Kusumaatmadja dan Sidharta; mereka menyatakan bahwa pelaku hukum adalah
individu yang menjadi pemegang hak. Dari perspektif yang berbeda, Satjipto
Rahardjo menjelaskan bahwa manusia, bukan sebagai subjek hukum, menjadi
pemegang hak, sehingga dalam konteks tersebut, mereka tidak memiliki batasan
tertentu seperti hak hukum, yang menyebabkan beberapa implikasi.
Teori Pertanggungjawaban
Menurut  Hans  Kelsen, dalam  pandangannya  tentang
pertanggungjawaban hukum, individu dianggap memikul tanggung jawab
hukum untuk tindakan tertentu atau diberi tanggung jawab secara hukum.
Menurut Mardiasmo (2006), pertanggungjawaban (accountability)

Adalah tugas yang harus dilakukan untuk bertanggung jawab atas pencapaian
atau ketidakberhasilan dalam menjalankan misi organisasi dan meraih target

dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses ini dilakukan melalui
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suatu cara penyampaian pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara berkala
atau periodik.

Pemegang saham, dikenal juga sebagai sharcholder atau stockholder,
merujuk pada individu atau entitas yang memiliki bagian saham yang
dikeluarkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, mereka secara otomatis memiliki
kepemilikan sebagian dari perusahaan tersebut. Selain individu, organisasi dan

perusahaan juga bisa memiliki saham dari perusahaan lain.

Perusahaan perseorangan merupakan _ dibentuk
BN individu Bl memenuhi syarat scbagai —

(UMK) N yong [ Nomor [N
|

F. Metode Penelitian
I bagian Metode Penelitian, penulis menggunakan metode penelitian yang
melibatkan beberapa aspek:

1. Spesifikasi pelaksanaan [N
menerapkan pendekatan [ analitis. Pendekatan ini digunakan
untuk menggambarkan masalah yang menjadi fokus penelitian,
berdasarkan data yang dikumpulkan selama proses penelitian. Menurut
Soerjono Sockanto, penelitian deskriptif bertujuan untuk menyajikan
data yang diinvestigasi untuk memperkuat hipotesis, mendukung teori-
teori yang telah ada, atau membantu dalam pengembangan teori-teori

baru. — tipologi [N

- menggunakan - sekunder.




2-h
PN penelition [ diterapkan [N
normatif. [ ini dipilih [ menginvestigasi status pendirian PT

Perorangan yang tidak melakukan pelaporan keuangan secara elektronik, sesuai

dengan ketentuan dalam —

I proscs (N——
. terutama bagi (I

. Pendekatan ini berinteraksi dengan persyaratan h

Konsekuensi hukum terkait pembubaran perseroan perorangan dikaji dari
peraturan tersebut.

Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis masalah dengan
cara mengacu pada peraturan hukum yang berlaku, dokumen-dokumen resmi,
serta berbagai teori yang relevan.

3. Tahap Penelitian

Dalam tahap Penelitian ini Data yang dijadikan dasar _
diperoleh [ NEGEGEGE i clibatckan [N
penyusunan, serta pemeriksaan bahan isu -
sedang [ yang digunakan mencakup:

I pPrimer, [ merupakan materi [l dengan

kekuatan mengikat, termasuk:
1. Konstitusi 1945.

2. Hukum Perdata.
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I mcngenai I
I - [
Sesuai dengan [N

I Pelindungan, [N

I mengenai Syarat [l Prosedur [N
I Pembubaran [

8-—
I

IS merupakan materi |
terkait dengan | . termasuk:

1.

2.

3.

Karya literatur yang mengulas topik hukum perusahaan.
Literatur yang mendiskusikan aspek perseroan perorangan.

Buku-buku yang menjelaskan metodologi penelitian dalam konteks

hukum.

4. Makalah dan tulisan ilmiah terkait dengan penelitian

Ini mengacu pada materi yang relevan atau mendukung Bahan hukum primer

mencakup hal-hal seperti:
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a). Temuan dari riset atau studi yang telah dilakukan dengan

perseroan perorangan.

b). Sumber bacaan seperti buku, jurnal, koran, media berita, serta

materi dan informasi dari seminar yang berkaitan dengan
Perseroan Perorangan.
c)._

I merupakan referensi [
petunjuk atau [ terkait dengan [
meliputi:

1. ——

2. I Bahasa .

3. Kamus yang mengkhususkan diri pada istilah-istilah hukum.
4. Cara-cara untuk mengumpulkan data
Proses pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan:

a. Analisis literatur, atau eksplorasi melalui sumber-sumber perpustakaan,

ditaukan |

-
I cniliki keterkaitan [l isu penelitian [l sedang
dipelajari.

b. Wawancara dilaksanakan melalui interaksi langsung dengan

Menerapkan daftar pertanyaan sebagai panduan saat melakukan wawancara
dengan narasumber, seperti:

1). Asosiasi PT Perorangan Indonesia (Apensi) Pusat.




2). Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Kab. Majalengka
2). Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) di Kab. Majalengka
3). PT Farrasindo Sugih Artha (PT Perorangan) di Kab. Majalengka.

5. Alat Pengumpulan data

19

Alat merujuk pada perangkat yang dipakai untuk menghimpun informasi dalam

proses penulisan hukum. Ini adalah perangkat Yang dipakai untuk menghimpun

informasi dalam kerangka penulisan hukum. Dengan memanfaatkan teknik

wawancara sebagai cara pengumpulan data, serta menggunakan panduan

wawancara sebagai alat, seperti:

a. Recorder (untuk merekam percakapan saat wawancara)

b.kamera (untuk mengabadikan sebagai dokumentasi pada saat penelitian dan
wawancara),

c. Perlengkapan Alat Tulis (untuk membacakan pertanyaan , lalu mencatatat,
dan merangkum apa yang menjadi pertanyaan serta jawaban dari

narasumber).

h

pengolahan [N pcndekatan [N

secara hukum, di mana kesimpulan dari hasil penelitian didasarkan pada
elemen-elemen hukum yang terdapat dalam peraturan hukum. Pendekatan
hukum ini Merujuk pada aturan-aturan yang tercantum dalam regulasi yang
sedang berlaku sebagai aspek hukum yang normatif. Sementara pendekatan

kualitatif ini mengacu pada usaha menemukan prinsip-prinsip dan informasi




20

hukum yang diungkap dalam penelitian tanpa menggunakan angka, tabel, atau

analisis statistik.

. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan
Tempat penelitian ini berada di Pusat perpustakaan pasca sarjana di Universitas

Pasundan Bandung, yang beralamat di Jalan Sumatera No. 41, Bandung.

b. Lapangan
1. Asosiasi PT Perorangan Indonesia (Apensi) Pusat.
2. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kab. Majalengka.
3. Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DisPerinDag), Kab. Majalengka .
4. PT. Farrasindo Sugih Artha (PT Perorangan).
8. Jadwal Penelitian

Dalam tabel di bawah ini disusun jadwal kegiatan yang dilakukan oleh penulis

hukum [ terdiri dari:

Kegiatan Tahun 2022 Tahun 2023

November Desember April mei

Juni

Penyusunan
rencana atau
perencanaan

proyek
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Diskusi formal
untuk membahas
rencana proyek

atau proposal

Penyiapan atau
persiapan untuk
melakukan riset

atau studi

Pengambilan
informasi atau

data

Pemrosesan

informasi atau

data

Menyusun
temuan dari riset
menjadi naskah

hukum

Sidang

Komprehensif
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PENGAMATAN YANG KOMPREHENSIF TENTANG
KONSEP, TEORI, SERTA DASAR REGULASI YANG
TERKAIT DENGAN BADAN HUKUM SEPERTI
PERSEROAN TERBATAS DAN PERSEROAN PERORANGAN.
1). Konsep Pendirian PT berdasarkan Undang-Undang Perseroan

Terbatas

Setiap kegiatan ekonomi harus Menurut ketentuan yang berlaku, baik dari
segi formal maupun isi, baik di tingkat nasional maupun lokal. Ada dua aspek
legalitas penting yang harus dipenuhi: legalitas institusi dan legalitas operasional.

PT sebagai bagian dari kegiatan ekonomi juga harus memenuhi dua jenis
legalitas, Artinya, keabsahan lembaga dan operasional. Kedudukan hukum dari
lembaga tersebut dicapai dengan memenuhi segala persyaratan dan prosedur
pendirian usaha serta mendapatkan Persetujuan atau persetujuan resmi dari
—. Validitas operasional [JJJJj terlibat
mencakup [JJll pendaftaran dan izin lainnya, yang merupakan kelanjutan dari
legalitas institusional. Hanya Individu atau entitas bisnis yang telah memiliki
pengakuan hukum pada level lembaga dapat memperoleh izin untuk beroperasi.

Perizinan yang terkait dengan operasional sering terkait dengan sektor
usaha PT. Sebagai contoh, izin yang terkait dengan Manajemen hutan atau

perizinan untuk perusahaan yang aktif di sektor agribisnis atau perkebunan kelapa
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sawit memerlukan status badan hukum PT atau memenuhi persyaratan legalitas
institusional sebelum jenis izin tersebut dapat diberikan.

Penerapan konsep bahwa PT adalah entitas hukum yang dibentuk melalui
perjanjian memiliki implikasi pada ) dalam _
Pasal ini menegaskan - PT harus _ setidaknya - individu -

Dalam konteks ini, istilah "orang" mengacu pada individu secara perorangan
(persoon, person) atau entitas badan hukum (rechtspersoon).

Ketika mendirikan Perseroan, setiap pendiri diharuskan memegang
sebagian saham. Namun, berdasarkan Konteks proses peleburan tidak termasuk
oo cakupan IR ) I
Karakteristik khusus dari PT adalah sebagai berikut:

a. Sebagai bentuk asosiasi yang diakui secara resmi dalam hukum Indonesia.
b. Merepresentasikan gabungan modal atau kepemilikanh
I - iicos I individu pendirinya.
[ ] Kewajiban _ terbatas sesuai dengan jumlah saham yang
dimilikinya.
peran [ untuk
menjamin kelangsungan operasional perusahaan.
f. Terdapat posisi komisaris yang bertugas mengawasi jalannya perusahaan.

g. Otoritas paling tinggi berada di

-) .yg umumnya - setahun sekali.
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Bila sesudah Perseroan telah menjadi badan aturan, h

BN menurun [N oso! ——
kejadian tadi. [N harus melepaskan _ pada [
I wajib [N yang dimiliki sang individu

lain.
— hanya ada satu pemegang saham,
h (6) NN PT menyatakan -h tunggal

I menanggung tanggung [N vang BN

I Perseroan. Lebih lanjut, berdasarkan permintaan pihak yang terkait,
pengadilan negeri memiliki wewenang untuk menghentikan eksistensi Perseroan

tersebut.

— individu [l perusahaan berasal

B svacu . 1stilah ' kontcks M hanya merujuk pada

individu, tetapi juga dapat merujuk pada badan hukum. Karena itu, ada

kemungkinan bagi dua PT untuk membuat perjanjian dengan tujuan membentuk

PT yang baru. Persetujuan semacam itu harus diatur dalam h ditulis

I dokumen. [N :ian mencakup
_ informasi - yang relevan.

I tcrikutnya [l mengajukan permohonan [
Kementerian ||| NN _ (Kemenkumham) [N
tidak lebih dari [ setelah . Kemenkumham

akan melakukan pemeriksaan terhadap aspek-aspek berikut:
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lokasi [N
I - kivitas [

. Tanggal pendirian Perseroan.

B Besaran [N sudah disctor, NN cl:h

ditempatkan.

M. jika ada pengelompokan [, —
kelompok, [N terkait dengan [N d.:i
masing-masing [

|- Rincian IS scrt. I .- I

B Penentuan lokasi [l prosedur [
B Prosedur [N i:n pemberitahuan [ dari N
I. Prosedur terkait || perusahaan [l distribusi dividen.

Jika permohonan untuk mendirikan PT disetujui, —

BN akan memberikan [N resmi [N, mcncgaskan

status sah PT sebagai entitas hukum. Langkah berikutnya adalah mengumumkan

keberadaan PT tersebut melalui —

yang [ paling lama [N
I 14 hari setelah keputusan persetujuan PT dikeluarkan. Setelah
pengumuman ini, PT akan memenuhi semua persyaratan hukumnya dan secara

sah diakui sebagai badan hukum yang sah.
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2). Teori- Teori Badan hukum yang merupakan Perseroan
Terbatas

Berbagai teori tentang Para para ahli telah mengusulkan Membentukh
I uncuk [N Scbagai badan hukum, [N
P entitas I yang memiliki hak dan kewajiban yang

sebanding dengan individu manusia. Kehadiranh memberikan

I kepada entitas tersebut. kepada perseroan memungkinkan

mereka memiliki hak dan tanggung jawab yang serupa dengan individu. Beberapa
definisi badan hukum menurut sejumlah ahli, termasuk Soebakti, menegaskan
bahwa badan hukum ini memiliki kekayaan, hak-hak hukum, serta kemampuan
untuk menggugat dan digugat di pengadilan.

Ada beberapa teori tentang badan hukum perseroan yang dikenal dalam
sejarah hukum perusahaan:
a). Teori Fiksi, atau teori fiktif, menyatakan bahwa badan hukum perseroan
hanyala merupakan ciptaan dan imajinasi manusia, diakui sebagai entitas hukum

oleh hukum semata.

b). Teori Konsesi: Menurut teori ini, Badan hukum di suatu_

I jika diizinkan [N atau regulasi [N
Pandangan [N bcberapa pakar, termasuk [

©). Konsep — theorie): [N

menyatakan bahwa [N dasarnya [N
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I dari anggotanya secara kolektif. Kekayaan badan hukum dianggap
sebagai kepemilikan bersama dari seluruh anggota.

d). Konsep Kenyataan Yuridis (juridishe realiteitsleere): Ide ini menggambarkan
badan hukum sebagai entitas konkret yang nyata, meskipun tidak memiliki
eksistensi fisik, namun memiliki memiliki keberadaan hukum yang nyata. Meijers
menekankan pentingnya mempertimbangkan badan hukum hanya dalam konteks
hukum.

e). Menurut perspektit Otto von Gierke terkait Teori Organ, badan hukum
dipandang sebagai entitas yang memiliki kehendak serta keinginan tersendiri.
Entitas ini terbentuk melalui perangkat-perangkatnya seperti pengurus dan
anggota, dan keputusan yang diambil oleh h ini _
cerminan [ cntitas tersebut, menyerupai individu manusia.

3). Dasar Hukum Perseroan Terbatas

Berdasarkan h No. [
BN P diakui I emitraan [ dan
terbentuk melalui [ . PT beroperasi | scpcnuhnya
B ventuk I harus mematuhi [
I ccrscbut dan regulasi yang terkait.

Pada intinya, PT merupakan entitas bisnis yang memiliki independensi
hukumnya sendiri, memperoleh modal dari penjualan saham kepada investor.
— sejalan dengan [N
dimiliki oleh mereka. | diberi wewenang untuk menjalankan kegiatan usaha

sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan dalam akta pendiriannya.




28

Perusahaan menjadi alat bagi pengusaha untuk menjalankan bisnisnya di

Indonesia. Pentingnya kepastian hukum dalam menjalankan bisnis mendorong

keberadaan suatu — yang merupakan [N
)}

Sebagai fondasi utama [ | pertumbuhan ekonomi negara, Perseroan
Terbatas memerlukan dasar hukum yang kokoh untuk mendorong pembangunan
nasional yang berlandaskan semangat kolaborasi. Mengingat
T laci
Ry saat ini. Hal ini

mendorong perlunya penggantian undang-undang tersebut dengan yang lebih

B ok _ berasal dari [JJl 5 ayat (1), 0. B
I - [ —
. dijabarkan prosedur untuk:
1. Mengajukan permohonan serta memperoleh persetujuan h
I
[ Mengajukan _ mendapat _ atas _
I
B. Memberikan [ ncncrima [  tcrkait
I informasi lainnya.

Selain hal tersebut, undang-undang ini juga merinci tugas dan tanggung jawab

yang lebih terperinci bagi — Regulasi [l juga

I peran . 1sinya juga
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meliputi —
mendorong pertumbuhan [ dengan dampak positif bagi

Perseroan, komunitas setempat, dan masyarakat secara keseluruhan. Undang-

undang ini menguatkan peraturan seputar — penutupan

N mempertimbangkan prinsip-prinsip ‘
I

pada ] 10 2. menjelaskan persyaratan h dalam

mendaftarkan [ NERBENEE. . I
-. Penetapan _ ini dipertimbangkan setelah memperhatikan

beberapa faktor, di antaranya:

a. Revisi terbaru _
BN yang mengatur prosedur [ —

. bescria N
—— rcraturan ini [
mengalami - perubahan -, termasuk melalui _
|
. | vng
sebelumnya mengatur prosedur untuk mendapatkan —
I . dan AN mengenai [HNNN_—_—_
I Namun, peraturan ini [Jll lagi
mencerminkan _ dalam _ direvisi.
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<

c. I faktor sebelumnya dan untuk memenuhi ketentuan
) dari I

yang tercantum dalam

I ocriu menetapkan aturan baru tentang persyaratan dan prosedur dalam

mendaftarkan
.
C). I,

yang disahkan pada 2 Februari 2021, fokus pada —
N >0t | —
N dipandang sebagai langkah
implementasi — dari. [

. Yang dimaksud adalah keharusan adanya

regulasi pemerintah terkait dengan _ dan prosedur

I mencerminkan perjanjian [

B clalui . dan beroperasi [ scpcnuhnya
I /lcratif lainnya, h juga bisa menjadi [N
B cungeal N syarat sebagai . scsuai
dengan [ yang berlaku untuk jenis usaha tersebut.h sesuai
I verbentuk entitas yang [N
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minimal 2 || scbagqi tunggal [l dibentuk [l
I scgala tindakan terkait pendirian, perubahan dalam anggaran dasar,
harus | hukum

|
Sebuah perseroan harus menetapkan modal dasarnya berdasarkan
keputusan dari para pendiri. Modal perseroan harus disetor dalam jumlah minimal
25% dan harus didukung oleh Bukti sah dari penyetoran dana perlu disampaikan
secara elektronik kepada Menteri dalam 60 hari setelah akta Pendirian Perseroan
diterbitkan, dalam kasus Perseroan. Sementara itu, pada Perseroan Perorangan,

jangka waktu ini digunakan untuk melengkapi pernyataan pendiriannya.

I s:io memiliki kapasitas [ ] yang dibutuhkan. h
R, proses pendaftaran h
I mcnerima (I Pengumuman
mengenai || NN i D calui portal
I cnangani

I :i: B ocorangan [
£ormu1- |
I sciumiah [l Keputusan mengenai [l ini membutuhkan

persetujuan dari — Perorangan, [l memiliki [N

I oo [




32

I s disampaikan [ kcpada Menteri [
N, vang mulai [
tersebut diterbitkan. Namun, || i | I -~
[ | diperbolehkan melakukan _ tanpa _ dari kurator -
disertakan [

-
I
a. Jumlah ||| melebihi .
b. I syarat scbagai [N - I
I <ot cerschut.

— i E————
I
a. Terdapat [ pemegang saham.
b. I syarat sebagai NN oo NN
D ccrkait I tersebut.

I ncnmiliki kewajiban menyusun laporan keuangan
yang disampaikan kepada Menteri dalam format elektronik maksimal h
I ini mencakup I
. .- B cockqit I o0 ¢ dibuat dalam [
. Kcsalahan dalam memenuhi kewajiban ini dapat berakibat pada h
I scperti N bahkan
|
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_ diharuskan [
I
a. Terdapat [ pcmegang saham.
b. I syarat scbagai NN yan: I
_ terkait [l tersebut.

I memiliki kewajiban menyusun laporan keuangan
yang disampaikan kepada Menteri dalam format elektronik maksimal h
I, ini mencakup |
. - B cockait I yang dibuat dalam [
. Kcsalahan dalam memenuhi kewajiban ini dapat berakibat pada h
I scperti [N bahkan
|
4). Jenis-jenis Perseroan Terbatas di Indonesia

Berdasarkan kriteria yang ditetapkan, PT dapat diklasifikasikan menjadi
beberapa jenis, termasuk:
a). Perusahaan Tertutup adalah jenis perusahaan yang memiliki pembatasan dalam
penawaran—
B ive: B icvel yang diperlukan untuk status h
_ di T diwajibkan melaporkan

informasi | Bappepam.

BN vema antara [ crletak pada

kepemilikan sahamnya. PT tertutup memiliki saham yang dibatasi atau tidak

tersedia untuk umum. Dalam hal ini, — PT tertutup
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berbentuk [ yan2 I dimiliki oleh pihak-pihak tertentu dengan

pembatasan tertentu. Menurut —
I ' PT tertutup merupakan jenis — tidak

N sccar: S
_ standar perusahaan publik.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perusahaan h
I kepada publik [
I pcrusahaan [ Penting untuk dicatat [l perusahaan [N
sering kali berasal ] perusahaan | kemudian [ syarat
I berubah status [ perusahaan [

Ciri-ciri dari Perusahaan Tertutup perlu dipahami seperti halnya dengan
ciri-ciri dari PT terbuka. Beberapa karakteristik khas dari PT tertutup adalah:

1. Jelasnya Tujuan PT tertutup memiliki tujuan yang spesifik, terutama
dalam mencari keuntungan dari kegiatan usahanya.

2. PT tertutup memiliki dua tujuan pokok: pertama, untuk mencapai
keuntungan maksimal dan bersaing di pasar sebagai bagian dari kegiatan
bisnis; kedua, untuk mengoordinasikan aktivitas ekonomi dari individu
atau pihak dalam suatu sistem ekonomi.

3. PT tertutup mendapatkan modalnya dari penjualan saham dan obligasi
yang diterbitkan sebagai sumber pendanaan.

4. PT tertutup memperoleh modalnya dari penerbitan saham dan obligasi

sebagai sumber pendanaan.
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5. Posisi tenaga kerja di PT tertutup adalah pegawai perusahaan swasta. Hal
ini membuat Pengaturan mengenai jaminan ketenagakerjaan didasarkan
pada kebijakan perusahaan dan hukum yang berlaku.

6. Keputusan Melalui RUPS Mirip dengan perusahaan terbuka, keputusan
paling penting dalam PT tertutup juga ditetapkan melalui Perbedaan .
) pada PT tertutup
mencakup fakta bahwa pemegang sahamnya merupakan pihak-pihak
tertentu dengan kepemilikan saham yang spesifik.

b).— jenis perusahaan [IEEEEG_—_———N
menjalankan penawaran [ secara [ belum mencapai jumlah
pemegang saham yang diperlukan untuk menjadi —
S i D memiliki kewajiban untuk
melaporkan kepada Bappepam.

Perbedaan pokok antara PT terbuka dan tertutup terletak pada pengaturan
saham; PT tertutup memiliki pembatasan atau kebijakan tertutup terhadap
sahamnya bagi pihak eksternal. Dengan kata lain, —
[ | tertutup adalah _ ditujukan untuk pemegang saham tertentu dengan
nama yang spesifik. hanya bisa dimiliki oleh individu-individu tertentu dan
memiliki batasan kepemilikan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan Perlu dicatat bahwa perusahaan
tertutup tidak pernah mengeluarkan tawaran saham kepada publik sebelum

berubah menjadi perusahaan terbuka. Hal yang penting untuk dicatat adalah
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bahwa perusahaan terbuka umumnya berasal dari perusahaan tertutup yang telah

memenuhi  syarat  untuk  beralih  menjadi  perusahaan  terbuka.
Tanda-tanda atau karakteristik dari perusahaan terbuka Berikut adalah

lima karakteristik yang perlu dipahami terkait PT terbuka:

1. Tujuan yang Tertulis

Perusahaan Tbk memiliki tujuan yang jelas yang harus dipahami dan

diupayakan oleh semua individu yang terlibat di dalam situasi tersebut, termasuk

para investor. Ini membantu perusahaan menetapkan tujuan yang dapat diterima

dan dijalankan oleh seluruh komponen perusahaan.

2. Independensi Finansial

Perusahaan Terbuka (Tbk) adalah entitas bisnis swasta yang bertanggung jawab

penuh atas segala operasi yang dijalankannya. Segala pembiayaan untuk

inventaris dan keperluan lainnya berasal dari dana yang dimiliki oleh perusahaan

itu sendiri.

3. para [

Il adalah proses membagi  hasil

keuntungan dari operasi perusahaan yang diberikan kepada pemegang saham.
Namun, dalam perusahaan Tbk, tidak selalu ada pembagian dividen kepada
pemegang saham, karena keuntungan bisa dialokasikan untuk meningkatkan

modal usaha.
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4.Tanggung Jawab Operasional

Investor atau —

B atau manajemen . Tanggung jawab operasional dan

manajemen menjadi tanggung jawab direksi dan staf yang terlibat.
5. Keputusan dalam perusahaan Tbk ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang
Saham, di mana keputusan mengenai siklus modal dan faktor penting lainnya

yang memengaruhi stabilitas perusahaan diambil.

— telah

mengubah [ BB PT Terbuka dan PT Tertutup. h 7 dalam
I (U PT), [ ol
datam |
mendefinisikan h sebagai [
I cculasi B 2o perusahaan publik.

Walaupun begitu, UU PT tidak menjelaskan dengan jelas definisi
perseroan —
I . :ka perusahaan tersebut dianggap sebagai perseroan tertutup.
Sebelumnya, Pasal 7 menegaskan bahwa status badan hukum perusahaan
——
. Namun, perubahan ini dicatat dalam Pasal 109 angka 2 h
. yang N akan menjadi
Ry memperoleh NN
|
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Maka, pengusaha tidak harus menunggu keputusan resmi dari menteri
untuk menjadi badan hukum setelah mendapat bukti pendaftaran PT. Perseroan
Publik adalah varian dari Perseroan Terbuka di mana syaratnya adalah perusahaan
harus memiliki minimal Perseroan Terbatas memiliki dua bentuk, yakni Perseroan
Tertutup yang mengharuskan minimal 300 pemegang saham dengan modal
minimal Rp 3 miliar. Sementara itu, Perseroan Terbuka memiliki cakupan yang

lebih luas, bisa terdiri dari perusahaan terbuka —

I schelumnya atau perusahaan yang melakukan
penawaran saham publik di Bursa Efek.

h dalam [ menjelaskan [N
U seperti yang diatur dalam

peraturan pasar modal. — menetapkan standar
Perseroan Publik, yaitu minimal — minimal [l

I sesuai dengan ketentuan h oleh [N
BN penjelasan [N cnwng I

I — menjelaskan faktor-faktor yang

menentukan status suatu Perseroan sebagai Perseroan Publik. Jika jumlah

pemegang saham sudah yang disetor _
. maka perusahaan [ sudah [ syarat D
!

Jika sebuah perusahaan [l mencapai [ untuk menjadi [N
. vajib untuk mengikuti ketentuan Pasal 24 dalam Undang-Undang

Perseroan Terbatas (UUPT). Pasal ini menegaskan bahwa jika perusahaan telah
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memenuhi syarat dengan —

standar Perseroan [l yang [ dalam pasar modal, perusahaan tersebut

diwajibkan untuk mengubah anggaran dasarnya. Perubahan h
I s ctclah memenuhi [N

— dalam [, yang terkait dengan [N

. menyatakan bahwa _ yang spesifik dalam —

mencakup:
a. Nama dan/atau lokasi perusahaan
b. Maksud, tujuan, dan aktivitas bisnis perusahaan

Ketentuan ini merujuk pada perubahan tertentu dalam anggaran dasar, seperti

periode sejak pendirian perusahaan, h, penurunan _ telah
_, serta transisi ||| NN perusahaan - ke h
I

Perusahaan [ perusahaan [ standar [
. Ketika jumlah [
B nodalnya . pcrusahaan [ dianggap
[ ] syarat - perusahaan -

Setelah mencapai standar ini, perusahaan diwajibkan untuk mengubah statusnya
menjadi Perseroan Terbuka (Tbk) dalam anggaran dasarnya.

e). PT Perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh satu pemegang saham
saja. Biasanya, PT perseorangan didirikan oleh individu pengusaha yang ingin

memisahkan aset pribadi dari aset bisnisnya. PT perseorangan memiliki
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keunggulan seperti perlindungan hukum, kemudahan dalam aspek perpajakan, dan
potensi untuk mendapatkan pinjaman modal.
Landasan hukum dari Perseroan Perorangan tercantum Dalam regulasi

1 copat ketcnuan

- berlaku. Selain itu, beberapa peraturan turunan juga ada yang efektif,

contohnya — yang mengatur [N

I »:oscdur
I
5). Klasifikasi Perusahaan [}l memiliki status badan |

terbatas

a). Entitas yang merupakan badan hukum Terbatas dengan konsep Perjanjian
Pentingnya perjanjian dalam pendirian Perseroan Terbatas telah menurun
sebagai tahap krusial. Ini karena, meskipun Perseroan Terbatas adalah konsorsium
modal dengan tanggung jawab terbatas sesuai dengan modal yang disetor oleh
para pendiri, ada perubahan signifikan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. ‘
D (2) telah mengalami perubahan
mendasar dalam sifat Perseroan Terbatas sebagai konsorsium modal, yang
sebelumnya dibentuk melalui perjanjian antara beberapa individu. Hal ini
disebabkan oleh perubahan aturan terutama terkait pendirian Perseroan
Perorangan dalam skala mikro dan kecil, yang tidak lagi mensyaratkan adanya

perjanjian, sehingga peraturan baru ini mengubah konsep tersebut. Perubahan-

perubahan ini terperinci dalam bagian akhir h) dan ditegaskan
kembali [ dari —
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I Meskipun awal [l 109 [l (1) menyatakan [
B 1cbatas adalah [ yang terdiri dari konsorsium modal

melalui perjanjian, bagian akhirnya menunjukkan kemungkinan pendirian oleh
satu individu saja, mengacu pada Pasal 153 A ayat (1).

Jika kita mengacu pada makna literal dari gagasan Perseroan Terbatas,
prinsip dasarnya adalah "terbentuk melalui perjanjian". Konsep ini sejalan dengan
sifat badan usaha Perseroan Terbatas yang merupakan bentuk perusahaan atau
vennootschap, yaitu bentuk asosiasi modal yang muncul dari kesepakatan antara
para pendiri. Dengan demikian, peran perjanjian sangat penting dalam
pembentukan Perseroan, karena perusahaan yang berasal dari perjanjian akan
mengatur h bagi | NN
b). I Perscorangan

Konsep pembentukan Perusahaan Terbatas (PT) oleh individu h

I Nomor 6 I 2023

a. Definisi

— individu [N scbagai
_ sesuai dengan regulasi yang berlaku untuk kategori

tersebut.

Unsur esensial dari _ menurut [

adalah keberadaan (1) individu dan (2) kriteria UMK.

1. Aspek Individual
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"Perorangan" mengacu pada satu individu. Penjelasan ini Hanya Warga Negara
Indonesia (WNI) yang diperbolehkan mendirikan PT Perorangan. Warga negara
asing tidak diizinkan untuk membentuk entitas hukum PT Perorangan.
Pembentukan PT Perorangan melibatkan satu individu, yang menjamin
pemisahan antara aset pribadi dan aset perusahaan. PT Perorangan menampilkan
ciri khasnya dengan tidak ada persyaratan tertentu mengenai modal dasar, hanya
membutuhkan pengisian Pernyataan pendirian tersebut menjelaskan secara rinci

—PT

Perorangan.

Pembentukan PT _
oleh satu pendiri atau satu pemegang saham tanpa keharusan untuk melibatkan
posisi komisaris dalam struktur perusahaan.

2-Aspek_ (UMK)

B aspek I (UMK), klasifikasi usaha [N
ukuran modalnya-—
). scdangkan [N antara [N
) hingga I——
Secara singkat, entitas hukum - dibentuk [N
individu [N kurang dari [N

c. Untuk mendirikan [N, terdapat—
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Meskipun PT Perorangan hanya melibatkan satu individu dalam proses

pembentukannya, status hukumnya tetap sama —

melibatkan [ N AN v I (yong scring [
I tercantum [
- menegaskan bahwa B dalah badan hukum, menjadi
konsorsium modal, dibentuk melalui h menjalankan _
I scpenuhnya NS ot sebagai [
N sesuai
I yang berlaku.
— menegaskan bahwa h
R o0 (N
sementara |, oo (NN 0 (R
) hingea [N oo (N

Dasar hukum pembentukan perseroan perorangan mengacuh
. crutama Pasal 153A [l mengklasifikasikan h
I syarat scbagai [N dibcncui
individu. Pembentukan _ membutuhkan
I orus disusun [

Mulai dari_
I (clah memfasilitasi registrasi [
I ooy B bioyva I - 1ni menjadi peluang

I untuk memiliki —

mereka [l Proses pembentukan [
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B honya diperiukan [ dari individu yang
bersangkutan.

Pasal 1 bagian (1) dari Definisi Cipta Kerja menitikberatkan pada
penciptaan lapangan kerja dengan pendekatan yang mencakup h
. e —
B 1hi bertujuan untuk [N 1ingkungan M. keberlanjutan
usaha, [l mendukung [ dari I pcrcepatan (D
-

Selanjutnya, pada bagian ketiga, istilah —
) mengacu M definisi [ dijelaskan —

_. Bagian kedelapan menjelaskan bahwa pelaku

usaha merujuk pada individu

B bidang tertentu. [l 9 ayat (1) mengenai izin usaha untuk risiko menengah

mencakup dua aspek, yaitu (— menengah [ dan
(A tinggi. Pada ayat (2), izin usaha untuk
kegiatan dengan risiko — dijelaskan dalam [N

). cerdiri dari |

B o o EE—

memudahkan pembentukan Perseroan Terbatas (PT) dengan hanya satu orang
pendiri, mencakup beberapa entitas seperti Persero yang dimiliki h
I (sUMD), N (BUMDes). [
B s modal, [ mcmenuhi syarat
|
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LHSRWRUY XQDV DF IG
, QMUOHAERXUAH

2727 RIGDEDQ F R
 QMOH/BRXUFH

MUDDOXQMWX® DF IG

, QMOHANERXUAH

ZZZ KXNXP RQIDHF R
, QMUOHNERXUAH

GVSDF HXILDF IG
 QMLQHAERXUH

LHSR GRHOX® DF G
, QMUOHAERXUAH

SHIDXDQ JRIG
, QMUOHERXUAH

INAIXVOKDNX F R
 QMOH/BRXUH

MUODOA QU QMIDWM F RG
, QMUOHAERXUAH




QR XLDF IG

, QMUOHNERXUAH

H MRXUODOXDVI DF IG
, QMG RXURH

6XEP MMG VR 8 QYHUMV' ISROHJ RUR

6\VMGHAWB DSHU

2727 GUDDXF R
 QMOH/BRXUH

NRQVSILDUN-DGDQ IG

, QMOANERXUAH

VDK F RG
 QMOHABRXUH

RV XP E EXQJR DF IG
, QMUOHVERXUAH

GRP DIOKXNXP F R
 QMLOH/BRXUFH

e XLDF IG
 QMLOHABRXUAH

ERJ MWD F R
 QMOH/BRXUFH

VHP IQDUF B P IK XQVDF IG
, QMG RXUAH

UVHWKQIWP D DF IG
 QMOHABRXUH




VP DU DAG
 QMLOHAERXLFH

IAXLODOXIOVI G DF IG

, QMUDHWBRXUFH

6XEP MG R 8 GD\ DQD 8 QLYHUAW
6\WGHQWB DSHU

6XEP IWHG \R 8 QLYHUAMRV -HQGHWDGERHGILP DQ

6VXGHANB DSHU

UHSRMMRY XSK HGX
 QMLH/BRXUFH

X LODOXIQNNDF 1G

, OMLOHWBRXUAH

6XEP MMG WR 6UZ INM D 8 QlYHMW
6\WGHQWB DSHU

6 XEP MWMG W 8 QlYHUAWV 3HIW + DUDSDQ
6\WGHOWB DSHU

DUHQDKXNXP  XE DF I1G

, OMLOHWBRXUAH

5DKP DGL, QGD 7HNWVRQD ' Z L5 XD+ DQGRAR
P SO\NDVL+ XNXP 3D, D 3HWHIRDQ
3HRWDQIDQ 7HKDGDS ' WHWL' L, QGRQHVD
XUDDQ® DK ' XQD + XNXP

3XETDMRQ

6XEP IMWMG VR 8 QLYHUAVV , QMODARQD/DVIP

6\VGHANB DSHU




6XEP WMGWR 831 9 HMDQ -DNDUM

6\VGHANB DSHU

MLODA K XQSDG DF IG
, QMUOHAERXUAH

EHUMMOV P\ 1G
 QMOHBRXUFH

DGRF SXE
 QMOHABRXUH

MURDOXP  WWSVHCDF IG
 QMOH/BRXUH

ZZ7Z \WMDUF K DM QHW
, QMOANERXUAH

|CHDSDKOIYLERJI VSRWF R
 QMOHABRXUH

TGRFWEV
 QMOH/BRXUH

K XONUWVF R

, QMOANERXUAH

RXUDDOXQSDV DF IG

, OMLOHERXUH

777 OZ\ HSRQWDQDN F R
, QMUEHAE RXUAH

X UODOXQGINQDV DF IG

, QMOHNERXUAH




2727 \FIEGF R
 QMLOH/BRXUFH

HRXUIDOKNLDF 1G
 QMOHABRXUH

MUODOXILDF 1G

, QMUOHNERXUAH

5RWD1IQGD6DW ' $0 3$. 3$1' (0,&29!
7(5+$' $380.0 987, ', . $UB3$7(1
680 (1(3 5,67$16, 5MHAENXQEQWL

SXECDWRQ

[Q RVXOZ HMLF R
 QMOH/BRXUFH

RXUDDOXQSDN DF 1G

, OMOHWERXUH

777 HDWEL IG
, QMUHBRXUAH

6XEP MWMG R 6\ Qi &RUSRUDWRQ

6VXGHANB DSHU

MUDDOXIVX DF IG
, QMUHNBRXUAH

P HGADORWUY F R

, QMUOHNERXUAH

R XQXG DF IG
, QMG RXURH




HWUDDCHVDXQJ J XCDF 1G

, OMLOHWBRXUAH

1G5 Z INVRXUF HRU
 QMLOHAERXUAH

P DQVDKDP |G

, OMOHWERXUH

SHEXWENDDQ DNXQUBQMSRIEDQ DF IG

, OMLOHWBRXUAH

SUIRVGIQ] SNP F VRU
, QMLOHNERXURH

|G EHUMD\ DKRR F R
 QMLLHBRXUFH

SHIDWUDQSHGID |G
, QMUOHAERXUAH

2727 GSUIRIG
 QMLQHAERXUAH

DF i DGQ] DP @Z Z RUGSIHWF R
, QMUHANERXUAH

Z Z Z \MGEHWKDUWH QHW
, QMUOAMBERXUAH

6 XEP MWMG R 8 QYHUAMV 3 XVALD YOMIP

6V GHANB DSHU

IOGRO-MDWH F RG

, OMLOHWBRXUAH




MDP [F PDUNAW F R
 QMOH/BRXUH

®QBUXLDF IG

, OMLOHERXUH

6XEP WHG VR 8 QYHUAVV 0 XKDP P DG DK
0 DJHDQ

6VXGHANB DSHU

F @F GFQGRQ-MDF R

, OMLOHERXUH

MUODOXQIGKD DF IG

, QMUOHNERXUAH

P KQESKQJRIG
, QMG RXUAH

UHSRMWRU XE DF IG
 QMLLHNERXUH

UHSRMWRU XVX DF IG
 QMLOHNERXUFH

|[CGRF SXE
 QMOH/BRXUFH

GU DOV RU
 QMOHABRXUH

DXWDSDUAHYV F R \J
 QMOH/BRXUFH

ESKQJRIG
, QMOHNERXUAH



GU DQAVSHU IQDQ F R
, QMUOHAERXUAH

UHSRMMWRULXVX DF IG
, QMUOHVERXUAH

UHSRMWRU XQSDV DF IG
 QMLOHNBRXUFH

H NRXUDDOXQDILDF IG

, OMOHBRXUH

6XEP MMG R I URXS

6VXGHNB DSHU

VIMMUXQUI VP J DF IG
, QMG RXURH

SUHW XP MGED DF IG
s QMUHANERXUAH

VROMKXNXP  RQUDH
, QMUOHAERXUAH

GRNF R
 QMLOH/BRXUFH

1\L0 DV* LDQWYAQJ DK ( LEIDQD

() (&7,9(1L(62) 7+( 52/( 2) % $5' 2)
&200,66,21(5,1 35(9(L7,1*
&25325%7( 6&$1' $/ &$6( 678' <2) 37



0 (53%$7, 186$1 7$5% $,5/,1 (6
' ( 5(&+7667$$7

SXECMWRQ

6 XEP MMG R 8 QyHUWWWV 1 HI HLL.6HP DUDQJ

6VXGHANB DSHU

6XEP MWHG VR 8 QlYHUMWV $LlLIDAQJJ D

6\VGHAWB DSHU

KHP DQ QR E®JVSRUF R
, QMUOHAERXUAH

6XEP IMWMG VR 6XOQ $JXQJ ,VOP LE 8 QLYHIMW

6VXGHANB DSHU

HRXUDDAQVXUSRQRWRIR DF IG

, QMOANERXUAH

UHSRMWRY XQEDULDF IG
 QMLH/BRXUFH

6XEP WG VR 6\VIDM , VDP LE 8 QYHUIW R
$OMXGGEQ0 DNDWDU

6\VXGHANB DSHU

6XEP WG VR 8 QYHUMVV ,MDP , QGRQHMID

6VXGH\B DSHU

6XEP MMG VR 8 QiYHIWV 7IKQRAR R

6V GHANB DSHU

SHSDINDQ GGW F RG
, QMUHNERXUAH




T $MIQJ) 6XNP D. HP DD/ HJ DCBURWF IRQ | RU
/ IP WG/ IDEION &RP SDQIHV DV &RQUXP HU
8 VHW/RI 9 XD v F HBHUYIE N 1Q , QGRQHMD

, QGROHMDQ -RXUWQDARI , QQRYDVMRQ 6\ XGHV

3XEQFDMRQ

KDWD LDNIVD IQI R
 QMLOHBRXUFH

GLJLCEDGP 1Q XQWP XK DF IG
, QMLOHVG RXUAH

CRF ©\ HUQIR
, QWMLOHVWE RXUH

BVXMKXQWP XKAZ XN DF IG
 QMLOHBRXUFH

SDUDGU DAG
 QMOHABRXUFH

VIGHWRGRF F R
 QMOHVERXUFH

2727 IRNKVF RG
 QMLQHAERXUAH

F RH DF XN
, QMOHVERXUAH

HSUQW XQGIS DF IG

, QMUOHNERXUAH




NE DQHZ VF R
, QMUOHAERXUAH

P HGXF KEXJX® D WX
 QMLLHERXUFH

UHSRMWVRU XQIND DF 1G
, QMUHANERXUAH

KP XVEIOQIDQF R
, QMUHBRXUAH

' RGL-XQDHGL $QIJUHDQ. + DU DQL3XWL 2 t V
S5IE DER  7IQMXDQ + XNXP 3HP ED\ DUDQ
. RP SHODWLYDJ L. DU DZ DQ<DQJ ' ISXWXV

+ XEXQIDQ. HWMQ D -851$/ +8.80 3(/,7%

SXECDWRQ

6L) DGIDW 6XNDWEXNDA  ( NVSERMM._3 HNHUD
3HUHP SXDQO HDXLO RGXV 6V F BARQ GDOP

3HSDODQIDQ . ROADN. HUD  $ OB GDOK
-XUQDOF XNXP  GDQ 3RQAN , \DP

SXECDWRQ

EJ ®Z F RG
, QMUOHBRXUAH

E®J IDIQ WXXQIDIXQJ DF IG
, QMG RXURH

HG-F RG
 QMLOHAERXLFH




H@WXUWWDCEDOEDQIKDP JRIG
, QMUOHVERXUAH

HSUQWMEZ Z DF IG

, QMOANERXUAH

KXNXP XQV DF IG
, QMUOHAERXUAH

NHK EDOQNHP HONXP KDP JRIG
, QMUOHVERXUAH

MRXUODOXQLYSDQF DD DF IG

, QMOANERXUAH

XD XWP DF IG
, QMUOHAERXUAH

P HGD QHOWF R
 QMOHABRXUH

SXGRHERIVSRWF R
 QMOH/BRXUFH

UHSRVMRY XEKDUWDNM\ D DF IG
 QMLLHNERXUH

LHSRWRY XQUULDF IG
, QMG RXURH

VE IROWKXE XLDF IG
 QMUOHABRXUAH

VAW SDINJ R 1G
 QMOHBRXUH




XQYHIMMIINDUM DF 1G

, OMLOHWBRXUAH

/727 D DF RG
s QMUHANERXUAH

SICD0 XUWIIDW 3(1*(/2/$$1 $6(7"' $(5$+
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3(0 %$<$$1 5$. <37 6<$5,3+ %356 BGXDWK
. DNDQ+XNXP (NRQRPL ),$7 -867,6,$

SXECMWRQ

GRNX SXE
 QMLLHBRXUFH

IGW IEGF R
 QMLOHABRXUFH

UHSRMWRU XNLDF 1G
, QMUHNBRXUAH

0 DGKRW $P IOGQ $UL * IQDQMUEXY DWW DQ
<XVX| ) DGR ,P SGP HOMMRQRI WH -RE
GUDARQ/DZ 1XPEHU R 1O WH

© HODUH 6HF RUIQ 7DQIHDQI 5HIHQF\ -. 0 3
-XUODQ HELINDQ GDQ O DQDMP HQ 3XEMN

SXECDWRQ

SXURP R 8\ X: DK\ XGEQ 0 XMRID. DP IO
1 INH. DP DIXEIDQL $F Ho XU DAL 0 XKDP P DG

) DVDQL DR XGQ %P ELQJ DQ WNQLY
SHQI HBRODQ QRP RUIQGXN EHXVDKD 1 ,%



EHUEDVY RQIOH VIQI G VXEP MRQ 2 66 EDJL
SHDNX 80 . 0 %4QDDQ 3HNXP SX@Q5XP DK

3IQMU' L. DEXSDWMQ. XQQIDQ $EGP DV
610 DQIL

3XETDMRQ

DQAWERJ VSRWZ RUGSWIHW F R
 QMOHABRXUH

e IEVDF G
 QMOHABRXUH

UHSRWRU  LDGHQIOWMQ DF IG

, QMOANERXUAH
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